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I

PUTUSAN
Nomor 1754/Pdt.G/2017/PA Kjn

kAR z
P 5 -
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat
pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak
antara:

XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP,
bertempat tinggal di Dukuh Bangun Lor RT 005 RW 001 Desa
Donowangun Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas,
pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT 004 RW 001 Desa
Donowangun Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan,

selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07
Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kajen Nomor 1754/Pdt.G/2017/PA.Kjn pada tanggal 07 Desember 2017
mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2000 telah dilangsungkan perkawinan
antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan
sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten
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Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 144/14/X/2000
tertanggal 26 Oktober 2000 ;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di
rumah Pemohon dan Termohon di Desa Donowangun Kecamatan Talun
selama 16 tahun 6 bulan;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang
baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang
anak yang bernama :

a. XXXXX, tanggal lahir 08 Januari 2001 ;
b. XXXXX, lahir tahun 2009 ;
dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan
rukun, namun sejak bulan November 2016 Pemohon dengan Termohon
mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena
Termohon diketahui Pemohon berhubungan cinta dengan laki-laki lain yang
bernama To'at alias Gambreng yang tinggal di Desa Kaliketing Kecamatan
Doro ;

6. Bahwa sejak bulan April 2017 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat
tinggal, Pemohon pergi/meninggalkan Termohon sampai sekarang selama 8
bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana
diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga
yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari
suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan
hati untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan
menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan
talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama
Kajen;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon

dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa
perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan
pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya
untuk hadir menghadap di persidangan, sekalipun yang bersangkutan telah
dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 12 Desember 2017 dan tanggal 4
januari 2018 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan
suatu halangan yang sah;

Bahwa, terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi,
karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar
mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu
dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Bahwa, di dalam pengajuan permohonan tersebut, Pemohon memohon
untuk berperkara secara prodeo karena tidak mampu/miskin, dan atas
permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela
nomor 1754/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 2 Januari 2018 yang amarnya sebagai
berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara dengan Cuma-Cuma
(prodeo);
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2. Memerintahkan Pemohon (kedua belah pihak berperkara) untuk melanjutkan
perkara;

Bahwa, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka
Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari
Termohon atas adanya permohonan cerai dari Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor
3326052907800002, tanggal 1 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan,
telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 144/14/X/2000 tanggal 26 Oktober
2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun
Kabupaten Pekalongan, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
P.2;

B. Saksi-saksi:
1. XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di
JI. Raya Donowangun RT 04 RW 01 Dukuh Bangun Lor Desa
Donowangun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, bersumpah
secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXX dan kenal
dengan Termohon bernama XXXXX;l

- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai adik kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah
pada tahun 2000

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

rumah bersama selama 16 tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
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- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya
rukun dan harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon
sering bertengkar disebabkan karena Termohon menjalin hubungan
cinta dengan laki-laki lain bernama Toat;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
hingga sampai sekarang selama 8 bulan;

- Bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada
saling komunikasi

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir, tapi kadang kerja kadang
tidak;

- Bahwa Ya benar, Pemohon tergolong tidak mampu

- Bahwa sudah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun lagi
dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap akan
bercerai dengan Termohon;

2. XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di
JIl. Raya Donowangun RT 04 RW 01 Desa Donowangun, Kecamatan
Talun, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam,
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXX dan kenal
dengan Termohon bernama XXXXX;l

- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah
pada tahun 2000

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya
rukun dan harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon
sering bertengkar disebabkan karena Termohon menjalin hubungan

cinta dengan laki-laki lain bernama Toat;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal

hingga sampai sekarang selama 8 bulan;

- Bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada

saling komunikasi

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir, tapi kadang kerja kadang

tidak;

- Bahwa Ya benar, Pemohon tergolong tidak mampu

- Bahwa sudah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun lagi

dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap akan
bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon
membenarkannya dan mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada pendirian semula dan Pemohon mohon kepada Majelis
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita
acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan
dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada
pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum lIslam oleh karena itu
berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 jis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a
angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
Pengadilan Agama Kajen berwenang memeriksa, mengadili dan memutus

perkara a quo;
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Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan
Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam
Kutipan Akta Nikah, nomor 144/14/X/2000 tertanggal 26 Oktober 2000, dan
ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan dari sebab
rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya
Pemohon memiliki kapasitas sebagai Persona Legal Standi in Yudicio dan
berkepentingan dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 14
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-undang Nomor
7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan
Termohon tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai
kuasanya meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut
serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah
menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan
Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek). Hal
ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalil syar'i dalam Kitab Ahkam al-Qur'an
Juz Il halaman 405 yang berbunyi :

EATE TN S-S PURENIPN g TON IO | A EN PR N | B o
Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di
persidangan namun ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia
termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya;;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah

berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar
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tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan tidak bercerai
akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat
dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonanan ini adalah Pemohon
minta diberi ijin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang
Pengadilan Agama Kajen dengan alasan rumah tangga Pemohon dan
Termohon sejak Nopember 2016 sudah tidak harmonis karena sering cekcok
dan bertengkar disebabkan Termohon ketahuan mempunyai pria idaman lain
bernama XXXXX. Puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal
sejak Pemohon pulang ke rumah orang tua sendiri pada bulan April 2017
sampai sekarang selama kurang lebih 8 bulan. Pemohon menderita lahir batin
dan Pemohon sudah tidak sanggup melanjutkan hidup berumah tangga dengan
Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon tersebut secara formil telah
memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi
meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata
sesuai serta ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, maka
berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2
Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta
Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal
Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat
bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 diketahui Pemohon adalah penduduk
di wilayah Kabupaten Pekalongan. Demikian pula Termohon sebagaimana
didalilkan Pemohon beralamat di wilayah Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan

bukti P.1 tersebut dikaitkan dengan domisili Termohon maka berdasarkan
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ketentuan pasal 66 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam
UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009 penanganan perkara ini
menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P-2) yang
merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat
selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai
“probationis causa’, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan
dengan akta nikah, dikuyatkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus
dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami
isteri yang telah menikah secara sah dan karena itu pula Pemohon memiliki
legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing bernama
XXXXX dan XXXXX telah memberikan keterangan di bawah sumpah di
persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan
cinta dengan laki-laki lain bernama XXXXX. Keduanya berpisah tempat tinggal
sampai dengan sekarang selama 8 (delapan) bulan. Pemohon pulang ke rumah
orang tuanya sendiri dan tidak pernah kumpul lagi dengan Termohon. para
saksi tidak bersedia mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi
Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri
secara langsung serta keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya.
Selain itu kedua saksi adalah orang dekat Pemohon dan Termohon serta tidak
termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145
HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7
tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka
saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil
kesaksian, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang
mempunyai nilai pembuktian;
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Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan
bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim dalam proses
pemeriksaan di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 26 Oktober 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-
laki lain bernama XXXXX;

3. bahwa sejak April 2017 keduanya pisah tempat tinggal sampai dengan
sekarang selama kurang lebih 8 bulan. Pemohon pulang ke rumah orang
tuanya sendiri dan selama itu antara keduanya sudah tidak pernah kumpul
lagi serta tidak ada nafkah lahir maupun batin;

4. bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan oleh pihak
keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primer angka 2 mohon agar
diberi ijin  menjatuhkan talak kepada Termohon, hal tersebut akan
dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa
suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan
telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan perceraian
dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi
perselisihnan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, untuk terjadinya perceraian
terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai
gugat, yaitu adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus, yang menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk
kembali rukun dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak berperkara

agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya
perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menjalin
hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama XXXXX hingga berakibat kedua
pihak berpisah sejak April 2017 atau selama 8 (delapn) bulan tanpa komunikasi
lagi, membuktikan di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri
dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan
saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh
salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan antara suami
isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak
mau peduli pada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindar dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa adapun fakta yang menunjukkan antara Pemohon
dan Termohon tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga
adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun
Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat
kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal dan pada
setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitupula upaya mediasi
tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian unsur
ketiga juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dapat ditarik suatu
kesimpulan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan
Termohon mengakibatkan rumah tangganya pecah (broken marriage) sehingga
dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian yang diatur oleh
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan
di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara
suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ), sehingga apabila salah satu

pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan
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perkawinannya dan sudah meminta cerai serta tidak bersedia lagi menerima
Termohon sebagai istri, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri
(Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon
dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana
hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan
luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang
sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan hadits
Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulul al-Salam juz Il halaman 205
menyatakan :

Gl ) aie Al an )
yang artinya : “ sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah
talak”, namun demikian in casu bagi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim
berkeyakinan mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya tidak
dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada Pemohon dan
Termohon, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaaan batin yang terus
berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat
disimpulkan bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon lebih maslahat
atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan
kemudaratan yang lebih besar lagi (al-tafriq li al-dlarar), hal mana sejalan
dengan kaidah fighiyah yang berbunyi:
Aladl s e adie 2ulial ¢ 2

yang artinya : ” Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”,
Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Pemohon yang bersikeras untuk
meceraikan Termohon telah menunjukkan bahwa Pemohon sudah enggan dan

tidak bersedia lagi untuk menerima Termohon sebagai istrinya, maka dalam hal
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ini dapat diterapkan dalil dalam al-Qur'an surat al-Bagarah ayat 227 yang

berbunyi :
r-.ulcd..:m‘ﬂl'l JLSJMH}AJQ L'J\_S

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas
Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan
memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga
haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Pemohon dan Termohon
telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul)
dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum
Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj';

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan — pertimbangan
tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon
untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang
Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Surat Edaran M.A.R.I Nomor
28/TUADA/Ag/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka secara ex officio majelis
hakim menganggap perlu memasukkan dalam amar putusan tentang kewajiban
panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pejabat
yang terkait in casu Pegawai Pencatat Nikah dalam wilayah hukum tempat
tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat dimana perkawinan Pemohon dan
Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama
Kajen, Nomor 1754/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 16 Januari 2018 Pemohon
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telah dikabulkan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu maka kepada
Pemohon dibebaskan dari pembebanan biaya perkara ini;
Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan

Hujjah syar’iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ini;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 M
bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1439 H oleh Drs. SAEFUDIN, M.H.
sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Z HANFAH dan Drs. IMAM
MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan
dibantu oleh M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti.
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis
ttd.

Drs. SAEFUDIN, M.H.
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Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd. ttd.
Dra. Hj. Z. HANTAH Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti
ttd.

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 0.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara--------- Rp. 0.000,-
3. Biaya Pemanggilan Rp. 0.000,-
4. Redaksi Rp. 0.000,-
5. Meterai putusan Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 6.000,-

(enam ribu rupiah)

untuk salinan yang sama bunyinya
oleh
Pengadilan Agama Kajen
Panitera

Drs. H. MASHURI
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